ABSTRAK

Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah lembaga yang bersifat permanen yang di
bentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Konstitusi. Pengawasan terhadap Hakim diorientasikan untuk memastikan bahwa
semua hakim berintegritas tinggi, jujur, dan profesional dalam menjalankan tugas
yudisialnya maupun dalam kesehariannya, sistem pengawasan terhadap hakim
konstitusi diatur lebih jelas dan tegas, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi.Berdasarkan beberapa uraian diatas, dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme pemeriksaan Hakim
Terlapor dan atau Hakim yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Tingkah Laku yang dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (2) Bagaimana Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Dewan Etik Hakim Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman
Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif dengan Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data utama
dan metode pengumpulan data melalui bahan kepustakaan dengan mempelajari
buku-buku dan peraturan-peraturan terkait. Adapun metode yang digunakan
dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah kualitatif.

Penelitian menunjukkan mekanismepemeriksaan Hakim Terlapor yang
dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi, dalam hal adanya laporan dari masyarakat atau media
massa terkait hakim terlapor atau hakim terduga yang melakukan pelanggaran
kode etik ringan, pemeriksaanya di lakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi,
dalam hal pelanggaran berat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi dan pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Etik di atur dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, penulis memberikan
saran, perlunya pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pemeriksaan Hakim
Terlapor atau Hakim Terduga yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi
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